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RINGKASAN

Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Pandanrejo merupakan tujuan dari penelitian ini. Di dalam penelitian
in ini menggunakan metode kualitatif dan cara mengumpulkan data dengan observasi
wawancara dan dokumentasi. Paradigma fenomenologi adalah paradigma yang
digunakan didalam penelitian ini dengan tujuan untuk merespon keberadaan manusia
dan interaksi yang dipahami.

Jadi didapatkan hasil dalam penelitian kutipan wawancara menjelaskan jawaban
informan mengenai sumber dana, penyerapan, kelompok sasaran, pelaksanaan, sistem
manajemen, tingkat keberhasilan, sistem pertanggungjawaban, faktor yang

mempengaruhi, dan dampak bagi kemajuan Desa.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Beradanya desa mempunyai peran dalam penataan ruang sebagai tempat
diwujudkannya lingkungan hidup dan peradaban masyarakat. Penataan ruang
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi fisik kawasan, potensi sumber
daya (SDA, SDM, atau sumber daya buatan), kawasan, fasilitas dan jumlah
penduduk, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Sesuai UU No. 32 tahun 2004
tentang pemda dan suatu kesatuan masyarakat yang dihormati oleh Sistem
Pemerintahan. batas wilayah yang berwenang. Negara. Kesatuan. Republik
Indonesia (NKRI) Menurut Yuliansyah, (dalam Riski, Nafi’atin et.al, 2018).

Bagian yang tidak terpisah dengan keuangan desa adalah pengelolaan dana
desa. Pendanaan desa di APBD Kabupaten/Kota dianggarkan untuk pemerintah
desa. Penggunaan dana desa adalah Bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APBDes, karena pertanggungjawaban ADD terintegrasi
dengan pertanggungjawaban APBDesa, 30% untuk peralatan pemerintah desa dan
biaya operasional, dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Penyampaian
buku dilakukan oleh jalur struktural, tim pelaksana tingkat desa (Permendagri No.
37 Tahun 2007 )

Bagian dari dana yang diterima di kabupaten dan dibagikan kepada desa
adalah alokasi dana desa (PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Akan tetapi,

banyak rakyat belum tahu tentang kebijakan dan pengimplementasian Alokasi
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Dana Desa itu sendiri yang bahkan mungkin masih ada yang tidak sesuai dengan
kebijakan atau tidak tepat sasaran. Di samping itu transparansi dan akuntabilitas
dalam pemanfaatan ADD yang diterapkan oleh pemdes. Transparansi dan
akuntabilitas dalam pemanfaatan dana akan meyakinkan masyarakat bahwa
penggunaan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kemakmuran masyarakat
(Hermanto, et.al, 2021).

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam
penggunaan alokasi dana desa yang masih memiliki kendala dan permasalahan
dalam cakupan kebijakan dan pengimplemantasian kebijakan anggaran alokasi
dana desa. Karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas judul
penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi. Dana. Desa. (ADD)
di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu™.

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Anggaran
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
Manfaat Penelitian

1) Bagi lembaga pemerintahan, dijadikan masukan dalam pelaksanaan Alokasi

Dana Desa untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal.



2) Bagi pihak lain, menjadi referensi untuk penelitian lainnya agar bisa

dikembangkan lebih lanjut.
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